
BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR ' J\7

TENTANG

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI BANYUMAS,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 E Peraturan Daerah

Kabupaten Banyumas Nornor 34 Tahun 2004 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten

Banyumas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2007 maka

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Komunikasi

Intensif Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa

Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nornor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21

Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan

Pemerintah Nomor .24 Tahun 2004 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4712);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran

dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang

Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta

Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan

Dana Operasional;



10 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 34 Tahun 2004

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun

2004 Nomor 28 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor

2 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Banyumas Nomor 34 Tahun 2004 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas

(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2007 Nomor 1

Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF

BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal 1

Memberikan Tunjangan Komunikasi Intensif kepada Pimpinan dan

Anggota DPRD Kabupaten Banyumas masing-masing sebesar

Rp 6.300.000 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan.

Pasal 2

Menyediakan Belanja Penunjang Operasional kepada Pimpinan DPRD

Kabupaten Banyumas sebesar Rp 32.760.000,00 (tiga puluh dua juta

tujuh ratus enampuluh ribu rupiah) per bulan.

Pasal 3

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal

1 dan Belanja Operasional kepada Pimpinan DPRD sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan terhitung sejak tanggal 1

Januari 2017.

Pasal 4

Pertanggungjawaban Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Belanja Penunjang

Operasional dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.



Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal ^ g J^ 2017

BUPATI BANYUMAS,

Diundangkan di PuxVokerto
Pada Tanggal

SEKRETARIS ff&S

. WAHYU B APTONO, Msi
ma utama Madya

19640116 199003 1 009

ACHMAD HUSEIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS MiUN Ml} HOMOS Mn. II


